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KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
Nomor : 98007/..2\ ./ Kpts/Cmt-Trs/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI DUKU

A ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT KOTO XI TARUSAN

Surat Wali Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/ 41

/MIN-DK/2020 tanggal  Maret 2020 perihal Penyampaian Rancangart
Peraturan Nagari tentang APB-P Nagari Duku Tahun Anggaran 2020;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada
Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan
Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedya atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta_hun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
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Pelaksanaan Undang-Undan
(Lembaran Negara Repubii
Tambahan Lembaran Ne
sebagaimana telah diubah
Tahun 2015 tentang Peru

g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
k Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
gara Republik Indonesia Nomor 5539)
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

bahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang
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16.

:::gl;_asi!an Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
a Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang
Tata. Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang
Tata Ce_ira Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap
Nagarai di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBN

Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang
Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

an Nagari Duku Kecamatan Koto Xl
aran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
bagaimana tercantum dalam lampiran

Evaluasi Rancangan Peratur
Tarusan tentang Rencana Angg
Nagari Tahun Anggaran 2020 se
keputusan ini.

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan
sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun
Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud
diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya keputusan ini.

Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari

Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan .
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun

Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari
dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

tidak menindaklanjuti hasil
Peraturan Nagari tentang

dimaksud akan
. wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak. terhadap
encana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
dilakukan

pelaksanaan R !
Nagari Tahun Anggaran 2020 APB Nagar yang telah

Evaluasi.

Dipindai dengan CamScanner




KELIMA

KEENAM

4. Kepals

1. Bupati Pasisir
2. [nspektur Daerah Ka
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pe
1 pPMDPPKB Kabupate

Dalam he _

=iy 1::‘::“‘:::ﬂ=\|;!§t keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan

*‘\ngmin 2ggdmn Pendapatan dan Belanja (APBN) Nagari Tahun

(Gm‘)b.t 20,  Wali megmi agar tidak melaksanakan kegiatan
ywsebut untuk menghindari terjadi pormasalahan hukum dikemudian

han.

ai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

Keputusan ini mul
apan ini akan

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penet
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal

. \lb Maret 2020

aikan ke yada..

Selatan di Painait;
bupaten Pesisir Selatan i Painan;

sisir Selatan di Painan;
n Pesisir Selatan di Painan;

5. Ketua BAMUS Nagan Duku.

6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN KER
KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

AT P

;'t‘.,,‘-‘!;,,br;-,: - Qf I -7
1900 2\ /Kpis/Cmt-Trs/2020

J.:'uk;‘G‘G,ﬁﬁ -y M
w1 W Maret 2020
LA
gt oS —if%T 2
_— L EVALUASI RANCANGAN PERATU
CANGAN PERATURAN NAGARI DUKU

-

ECANATANKOTOXG T
~~a 5 'kuk& 5_-!33‘:'::.‘ AT AR I
el _:';i“ TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

UNUM
4 -‘;‘““‘Q’: -
Tarusan KW == Rancangan Perzturan Nagari Duku Kecamatan Koto XI
- 1 It —~ _!_ o~ o~ e 3 -
= Ancoaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari

1.846.246.500,00
1.310.866.000,00
37.762.500,00
497.618.000,00
3.200.000,00 |

1.882.174.756,01

I
543.963.774,04

]
1.077.093.000,00
185.776.820,72

-
65.341.161,25

]
10.000.000,00

L
(33.728.256,01)

43.728.256,01
A By
10.000.000,00

| et
Rp 33.726.256,01

ng Rencand Anggaran Pendapatan

ran 2020 yang disampaikan kepada
to X| Tarusan sudah

MUS Nagari untuk
tkan Limpahan

1 Duku tenta

gzn Sefani@ (RAP3) Nagari Tahun Angga
=n Pesisir Selatan melalui Camat Ko

Rancangan pergturan Nagd

‘\?

Pemerninian Kzbupais '
: oleh Wali Nagar Bersama BA

k=t dan giandatangani
ng mendapa

Dipindai dengan CamScanner




Patan dan Belanja
Sebagaij berikut:
Tapa verifikjagj d
aluasi APB Nagari
dengan Peraturan ¢

angan Pemerintah Nagari.
tara Sumber dana dengan prioritas penggunaannya
engan RKP Nagari Tahun 2020 maupun RPIM Nagari

; & utuhan masyarakat dan prioritas nagari
Pl dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan,

(RAPB) Nagari Duku telah selesal

an telah mengikuti saran dan anjuran yang

AN

an - perundang-undangan yang terkalt dengan

AR NI NI N

4, int :

§ebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Anggaran
erjdar.?atan dan Belanja Nagari Duku harus dan telah  dientry ke dalam
Aplikasi Siskeudes 2020,

S. RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari |, berita acara rapat
Pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan
dengan Peraturan Nagari tentang RAPB Nagari ini.

6. Sebelum dijilid, RAPB ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang
bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini

Tarusan, ... Maret 2020
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI DUKU
TAHUN ANGGARAN 2020
NO. NAMA JABAT‘T‘T'MDALAM TANDA TANGAN
1. | Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev Penanggung jawab
. - '"“m%ﬁ"\'/V/Ekﬁéﬁh?iag‘dhﬁ‘”’ )

2. | Tris Junaidi, SE _jawa__b__w -
3. |Legindru, S.STP Ketua
4. |Ismael Anggota
5. | Muliadi, S.IP Anggota

6. |Mardanus

T ~

Anggota
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